
Pengawasan di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Langkat; 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawa san Pcnyelcnggaraan dan Pernc rintah 

Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib 

mencantumkan Program Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pernerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dalam dokurnen perencanaan dan penganggaran 

Daerah scrta mengalokasikan anggaran pernbinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Pcmerintah Daerah dalam 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan 

selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau 

pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan 

dinas, dan pemeliharaan dengan mernperhatikan prmsip 

efisiensi, efektivitas, kepatutan, clan kewajaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pernbinaan dan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANGKAT, 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN DJ LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT 

TAHUN 2021 NO MOR 

PERATURAN BUPATI LANG KAT 

BUPATI LANGKAT 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SALIN AN 



Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~ 

1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun l 956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 

1956 Nomor 58 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nornor 1 5 Tah un 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lernbaran 

Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lernbara n Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 

244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 56 79); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Lentang Pengelolaan 
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cliu~ Tnspektoral Kabu paten Langkat sebagaimana telah 

58): 
18. Peraturan Bu pati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

'.2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahu n 2019 tentang Laporan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 52, Tambahan 

Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 

2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tcntang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcnteri 

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahu n 2007 tentang 

Pedoman Ta La Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemeri n tah 

Daerah; 

13. Peraturan Merirer'i Dalam Negeri Nomor 28 Tah un 2007 tentang 

Norma Perigawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 

Daerah: 

14. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pernerintahan Desa: 

15. Peraiuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Rcformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan lntern Pemcrintah; 

16. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 tcntang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Belita Negara 

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Pera tu ran Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Langkat Nomor 01 Tah un 2016, Tambahan Lcmbaran 

Daerah Kabupaten Langkat Nornor 29); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentuka Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran 

Daerah Tahu n 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

- 



kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

dan ketentuan Pera tu ran Peru ndang-undangan. 

8. Aparat Perigawas Internal Pemerintah yang selanjurnya disingkat APIP adalah 

in spekt.ora t jeride ral keme n teria n , unit pengawa san lernbaga perneri nrah 

nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 

kabu pa ten/ kota. 

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF' adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi clan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

10. Jabatan F'ungsiona1 Auditor yang selanjutnya disingkat JrA adalah Jabatan 

yang mernpu nyai ruang lingkup, tugas, tanggu ngjawab, clan wewenang u ntuk 

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan pihak 

lain yang di daJamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 

I'asal 1 

Peraturan Bupati Langkat ini yang dimaksud derigan : 

-- 1. Daerah adalah Kabupaten Langkat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Langkat sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bu pati Langkat. 

4. lnspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat. 

5. lnspcktur adalah In spe kt u r Kahupaten Langknt. 

6. Pernbinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalarn 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang dituju kan untuk menjamin agar 

pernerintahan daerah berjalan secara ctisicn dan cfcktif sesuai dengan rencana 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO STANDAR HARGA SATUAN 

BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI 

LfNGKUNGAN lNSPl::KTORAT KABUPATEN LANOKAT 

Menetapkan : 

dengan Peratu ran Bupati Nornor 41 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Jnspektorat Kabupaten Langkat; 
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BAB u: 
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 3 

(1) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksucl dalam Pasal 2 membentuk Tim dengan menerbitkan SPT. 

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh lnspektur. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat ( 1) dengan susunan terdiri atas : 

a. Penanggung -Jawab; 

b. Pembantu Penanggung Jawab; 

c. Pengendali M utu; 

d. Pengendali Teknis; 

BAB II 

JENJS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 2 

( 1) APIP melakukan pembinaan dan pengawasan melalui : 

a. Audit a tau Pemeriksaan: 
b. Reviu; 

c. Evaluasi; 

d. Monitoring; dan 

e. Pengawasan Lainnya. 

(2) Audit atau pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

audit ketaatan, audit kinerja, audit investigasi dan audit dengan tujuan 

tertentu lainnya. 

(3) Audit dengan tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

an tara lain terdiri dari : 

a. Audit / Pemeriksaan khusu s atas laporan pengaduan yang bersum ber dari 

APH, masyarakat, fnstansi/Lembaga lainnya atau berdasarkan Instruksi 

Bupati; 

b. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); 

c. Audit atas Pengelolaan Aset dan Aspek Keuangan lainnya. 

(4) Pengawasan lainnya sebagaimana dima ksud pad a ayat ( 1) huruf e berupa 

Bimbingan Teknis, Asistensi/ Pendampingan dan Konsultasi/Fasilitasi, 

penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian intern Pemerintah (S Pl P), 

Penilaian Mandiri Pelaksa.naan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei penilaian 

integritas, periingkatan kapabilitas APIP, Penilaian mandiri Wilayah Bersih 

Melayani (WBM)/Wilayah Bersih Bebas Korupsi (WBBKJ merupakan bagian 

dari Pembina.an. 

6 



pe ngawasan sebagairnana dirnak sud dalam Pasal 5 avat ( I): 

R. Su rat Perin teti Tugas (SPT): 

Pertanggu ngjawaban pernbiayaan pclaksanaan kegiatan pembinaan dan 

Pasal 6 

BAB V 

PERTANCGUNGJAWABAN 

(3) Pernbavaran Satuan Biava Penunjang Tim Pembinaan sebagaimana d ima k sud 

pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ? Januari 2021. 

( 1) Besaran Saluan Biava Penunjang Tim Pernbinaan dan Pengawasan tercantum 

dalam Larnpiran yang rneru pakan bagia n tidak terpisahkan dari Peraruran 

Bu pati ini. 

(2) Tim sebagaimana dimak sud dalarn Pasal 3 avat ( 1) dalam pelaksariaan 

kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tidak diberikan biava perjalanan dinas 

dalarn daerah. 

Pasal 5 

B/\BfV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

(l) Penanggung .Jawab sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 avat (3) huruf a 

adalah lnspektur. 

(2) Pernbantu Penanggu ng .Jawab sebagaimaria d imaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) 

h u ru f b adalah Sekretaris lnspektorat Kabupaten Langkat. 

(3) Pengcndali Mutu sebagairnana dimak sud dalam Pasal 3 avat (3) huruf c adalah 

lnspektur Pembanru Wilayah . 

(...J.) Pengendali Teknis sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d 

adalah JF'A/JFAl<./Jr PPUPD dengan jcnjang Jabatan Madya yang ditetapkan 

lebih lanjut dengan keputusan l n spek tu r. 

(5) l(erua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e aclalah JFA 

/JPAl</JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madva aiau Muda yang ditetapkan 

lebih lanjut clengan keputu san ln spek tur. 

(6) Anggota Tim sebagaimana dimak sud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f adalah JFA 

/JFAK/,.JF PPUPD. Kasubbag clan PNS yang merniliki sertifikat Auditor/PPUPD 

lainnya yang ditetapkan oleh lnspekrur melalui SPT. 

(7) Non Pejabar Fungsional sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) huruf g. 

adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat. 

e. Ketua Tim; 

f. Anggota Tim; dan 

g. Non Pejabat Fungsiorial. 
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R1GAN, SH 
Tl<.I 
0803 200212 l 005 

Salinan Sesua: dengan '. · inya 
KEPALA BACIAN <UM, 

INDRA SALAHUD1N 
l:3b:RlTA DAER/\H K/\BUPATEN Lf\NGKAT TAI-I UN 2021 NOMOR FJ.0 

ttd 

Diundangkan di Stabat 
d · I " 7 - ~ - :.:to). \ pa a tangga ~ . 

SEKRETARIS DAERAH l<ABUPATEN LANGKAT, 

TERBIT RENCANA P~RANGlN ANGJN 

ttd 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal :i.7 -s - ..lo.:t.i 

BUPATI LANGKAT, 

Peratu ra n Bu pati ini mulai berlaku sejak tanggal cliundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Langkat . ~ 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

b. Laporan Ha8il Pembinaan dan Pengawasan. 
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